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ABSTRACT

7116 phenomenon that is the object of research is the implementation of fairness compensation
in the Supreme Audit Board. The research objectives are (1) Analyzing the implementation of
fairness of compensation in the Supreme Audit Board; (2) analyze the strategy of implementing
fair compensation in the Supreme Audit Board. Research uses a qualitative research approach.
Research informants were determined by the snow ball technique. Secondary data collection
using library research; Primary data collection using interview and observation techniques. Data
analysis using descriptive analysis developed with observer triangulation analysis. The results
of the research analysis are as follows: (1) The policy of giving compensation to the Supreme
Audit Board employees up to now still does not meet the principles of justice, both internally and
externally, because there is no internal justice is that the compensation system implemented is not
based on work weight, education level, years of service, work performance, and position level. To
the same degree, an employee has different workloads but receives the same compensation. (2)
The policy of providing compensation to employees in Indonesia that is still in effect today is still
not appropriate for employees and their families because in reality the compensation received has
not been able to be used to fulfill the needs of living properly.
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ABSTRAK

enomena yang jadi obyek penelitian adalah implementasi keadilan kompensasi di Badan

Pemeriksa Keuangan. Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis implementasi keadilan
kompensasi di Badan Pemeriksa Keuangan; (2) menganalisis strategi implementasi keadilan
kompensasi di Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian gunakan pendekatan penelitian
kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan snow ball technique. Pengumpulan data
sekunder menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer menggunakan teknik
wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan
dengan analisis triangulasi pengamat. Hasil analisis penelitian adalah berikut: (1) Kebijakan
pemberian kompensasi kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan hingga saat ini masih
belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, baik secara internal maupun eksternal, karena
belum adanya keadilan secara internal adalah sistem kompensasi yang dilaksanakan belum
didasarkan secara tepat pada bobot pekerjaan, tingkat pendidikan, masa kerja, prestasi kerja,
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dan tingkat jabatan. Terhadap tingkat yang sama, seorang pegawai memiliki beban pekerjaan
yang berbeda-beda tetapi menerima kompensasi yang sama. (2) Kebijakan pemberian
kompensasi kepada pegawai di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum layak bagi
pegawai dan keluarganya karena dalam realitanya kompensasi yang diterima belum mampu
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Kata kunci: implementasi, keadilan dan kompensasi

PENDAHULUAN

mplementasi reformasi birokrasi di
pemerintahan sudah dimulai sejak
tahun 2007. Perubahan dalam tata
kelola internal pemerintahan ini
diawali dengan adanya pilot project
untuk tiga instansi, yaitu Kementerian
Keuangan, Mahkamah Agung (MA),
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Perubahan yang dilakukan meliputi
perampingan struktur kelembagaan
sehingga bisa mendukung efisiensi dan
efektivitasdalampelaksanaantugasdan
fungsinya, dilakukannya standarisasi
terhadap business process atau tata
kerja dalam bentuk penyusunan
standard operating procedure (SOP)
yang baku, dan penilaian kinerja
pegawai yang dilakukan dengan
menggunakan instrument yang mampu
mengukur kinerja nyata pegawai dan
mengkaitkannya dengan pemberian
insentif yang memadai (remunerasi).

Pemerintah pada 2010 menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025. Dalam grand design ini dimuat
mengenai tujuan dari grand design reformasi
birokrasi, yaitu untuk memberikan arah
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi
nasional selamakurunwaktu2010-2025agar
reformasi birokrasi di kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah dapat berjalan
secara efektif, efisien, terukur, konsisten,
terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi
meliputi visi pembangunan nasional, arah
kebijakan reformasi birokrasi, visi, misi,
tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Pemerintah  menjalankan  strategi
birokrasi untuk mencapai
tiga sasaran reformasi birokrasi yaitu
terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan akuntabel, yang
efektif dan efisien,serta terwujudnya
birokrasi yang memiliki pelayanan publik
berkualitas. Untuk mewujudkan Kketiga

reformasi

reformasi

birokrasi

sasaran birokrasi tersebut
maka ditetapkan area-area perubahan
birokrasi. Perubahan tersebut diharapkan
menciptakan kondisi yang kondusif dalam
mendukung pencapaian tiga
reformasi birokrasi. Area-area perubahan
tersebut adalah pada mental aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan,
tata laksana, sumber daya manusia (SDM)
aparatur, peraturan perundang-undangan

dan area pelayanan publik.

sasaran

Dalam implementasi kebijakan
pemberian remunerasi di BPK perlu
mengatur indikator kinerja individu dan
melakukan assessment secara transparan
dan obyektif agar tidak ada kesalahan
dalam pemberian remunerasi. Kemudian,
telah ditetapkan sistem remunerasi baru
yang dapat meningkatkan penghasilan
secara signifikan bagi pegawai BPK. Pada
realisasinya implementasi kebijakan
pemberian remunerasi tersebut saat ini
belum dapat dikaitkan melalui pendekatan
job grade, namun demikian remunerasi
tersebut saat ini belum dikaitkan dengan
kinerja individual melalui suatu penilaian.
Job grade bagi pegawai BPK disusun dengan
memperhatikan faktor kemampuan, proses
pekerjaan dan dampak pekerjaan tersebut,
selanjutnya BPK menyusun jabatan-jabatan
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apa saja yang termasuk job grade tersebut.
Evaluasi atas job grade dilakukan secara
regular sesuai dengan perubahan faktor-
faktor yang mendasarinya. Pemberian
remunerasi bagi pegawai BPK belum secara
komprehensif memberikan kepuasan bagi
para pegawai, khususnya pada job grade
jabatan fungsional administrasi umum.
Kondisi tersebut terjadi karena pada
jabatan fungsional administrasi umum
tersebut pemberian remunerasi didasarkan
pada senioritas atau dengan melihat
golongan sebagaimana pemberlakukan
dalam pemberian gaji dan buka secara
riil berdasarkan evaluasi jabatan sesuai
sebelum adanya penetapan job grade,
sehingga akan berdampak pada kinerja
yang di hasilkan oleh pegawai.

Berdasarkan
alahan yang terkait dengan pemberian
kompensasi kepada pegawai sebagaimana
yang telah diuraikan sebelumnya dan
kebijakan BPK dalam hal
remunerasi tersebut maka hal yang
menarik untuk dijawab
adalah "Bagaimana implementasi keadilan
kompensasi di BPK?”". Quesi tersebut menarik
untuk dijawab sesuai dengan fokus utama
penelitian ini yaitu pada aspek keadilan
kompenasi kepada pegawai serta kelayakan
baik bagi individu pegawai BPK maupun bagi
penghidupan keluarganya, sehingga pegawai
BPK dapat memusatkan perhatian, pikiran,
dan tenaganya hanya untuk melaksanakan
tugas yang di percayainya yang selanjutnya
dapat meningkatkan produktivias dan
kinerja serta kreativitas pegawai BPK dalam
berkerja.

permasalahan-permas-

pemberian

secara faktual

Kembali pada quesi "Bagaimana
implementasi kompensasi  di
BPK?” maka untuk menjawab quesi secara
faktual, dipandang perlu dilakukan suatu
pendekatan penelitian terhadap fenomena
implementasi keadilan kompensasi di BPK
tersebut.

keadilan

KERANGKA TEORI

Kerangka teori terdiri atas deskripsi grand
theory: llmu Pemerintahan; middle range
theory: Teori Administrasi Publik; dan applied
theory: Teori Implementasi Kebijakan dan Teori
Keadilan. Hasil eksplorasi applied theory untuk
penyusunan konstruk variabel sebagai berikut.

Implementasi yang dimaksud dalam
Grindle (1980: 6), yaitu menjelaskan:

The distinction made here between
policy and program implies that policy
implementation is a function of program
implementation and is dependent upon
its outcomes. As a consequence, the study
of the process of policy implementation
almost necessarily involves investigation
and analysis of concrete action programs
that have been designed as a means of
achieving broader policy goals.

Dalam pandangan Grindle, perbedaan di
antara kebijakan dan program menyiratkan
bahwa implementasi kebijakan merupakan
fungsi dari pelaksanaan program dan
tergantung pada hasilnya. Akibatnya, studi
tentang proses pelaksanaan kebijakan
hampir selalu melibatkan investigasi dan
analisis program aksi yang telah dirancang
sebagai sarana untuk mencapai tujuan
kebijakan yang lebih luas.

Sementara itu, menurut R.T. Mowday
dalam bukunya Equity Theory Predictions of
Behavior in Organizations (1983), keadilan
terjadi apabila ratio outcomes terhadap input
seseorang adalah sama dengan ratio outomes
terhadap input orang lain. Input pegawai meli-
puti segala sesuatu yang diperkirakan oleh
pegawai diberikannya kepada organisasi atau
perusahaan. Contohnya, pendidikan, inteligen-
si, pengalaman, pelatihan, keterampilan, seni-
oritas, usia, jenis kelamin, latar belakang, sta-
tus sosial, dan besarnya usaha yang digunakan.

Pada Kkondisi tertentu, input dapat
berupa penampilan, kesehatan, dan
pemilikan kendaraan. Outcomes adalah
segala sesuatu yang diterima pegawai atau
yang diperkirakan diberikan organisasi
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atau perusahaan kepada pegawai, seperti
gaji, insentif, dan mungkin berupa fasilitas
(Mutiara S. Panggabean, 2002).

Terkait dengan keadilan kompensasi,
maka untuk menetapkan kompensasi perlu
diperhatikan tahap demi tahap prosesnya.
Proses atau tahapan yang dilalui dalam
pemberian kompensasi supaya terasa adil
terdiri atas: (1) Menyelenggarakan survei
gaji, yaitu survei mengenai jumlah gaji yang
diberikan bagi pekerjaan yang sebanding
pada organisasi atau perusahaan lain
(untuk menjamin keadilan eksternal). (3)
Menentukan nilai tiap pekerjaan dalam
organisasi atau perusahaan melalui evaluasi
pekerjaan  (untuk menjamin keadilan
internal). (4) Mengelompokkan pekerjaan
yang sama/sejenis ke dalam tingkat upah
yang sama pula (untuk menjamin keadilan
pegawai). (5) Menetapkan harga tiap
tingkat gaji dengan menggunakan garis gaji
atau upah. (6) Menyesuaikan tingkat gaji
dengan perundang-undangan yang berlaku
(menjamin gaji layak dan wajar).

Lawler dapat memperlihatkan skema

mempertimbangkan  banyak  masukan,
seperti pendidikan, pelatihan, senioritas,
prestasi, dan sifat pekerjaan itu sendiri ketika
memperhitungkan jumlah kompensasi yang
seharusnya diterima.

Sering terdapat perbedaan besar
mengenai masukan apa yang penting untuk
menentukan upahnya. Seseorang cenderung
menilai masukan pribadinya lebih tinggi
daripada penilaian orang lain terhadapnya.
Seseorang memperbandingkan  dengan
penerimaan orang lain, sehingga orang yang
menerima kurang dari kompensasi yang
ditentukan kerap kali merasa lebih puas
dengan jumlah kompensasi yang diterima
daripada orang-orang yang menerima lebih.
Misalnyaorangdiberigajitinggidibandingkan
dengan orang lain yang mengerjakan
pekerjaan yang sama sering merasa lebih
puas daripada orang-orang yang menerima
lebih untuk jenis pekerjaan lain, akan tetapi
dibayar sedikit dibandingkan dengan orang
lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama.

Dengan deskripsi kerangka teori yang
demikian itu kemudian disusun Kerangka

proses terjadinya keadilan kompensasi Pemikiran untuk menggambarkan kinerja
yang menunjukkan  bahwa  pegawai penelitian sebagai berikut.
Fenomena (Objek
Penelitian) | Rumusan Masalah o LANDASAN
Keadilan Penelitian o TEORITIK
Kompensasi
A +
Grand Theory
Ilmu Pemerintahan
Rekomendasi +
kepada Objek
Penelitian Middle Range
Theory
A Teori Administrasi
Publik
Strategi .
. Applied Theory
. Implementasi . .
Kesimpulan dan K Teori Implementasi
- Keadilan - " .
Saran S Kebijakan dan Teori
Kompensasi di BPK .
Keadilan

Gambar 1
Kerangka Pemikiran
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METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif normatif, dengan penentuan
informan penelitian menggunakan teknik
snow ball technique. Metode pengambilan
data dengan pedoman wawancara dan kajian
pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh adalah
sebagai berikut.

Terkait implementasi kebijakan
pemberian kompensasi kepada pegawai
sesuai dengan kinerja perlu dilakukan
adanya analisis jabatan, evaluasi jabatan,
dan evaluasi Kkinerja, yang nantinya
dalam pelaksanaannya mendapatkan
kejelasan dan kepastian bagi pegawai.
Terhadap analisis jabatan dan evaluasi
jabatan untuk mengetahui bobot tanggung
jawab dari masing-masing jabatan yang
kemudian dapat ditetapkan besaran pokok
kompensasinya. Pada pelaksanaan evaluasi
kinerja diperlukan sebagai dasar untuk
memutuskan tingkat kinerja pegawai, yang
kemudian dihubungkan dengan besaran
kompensasi total yang diterima oleh masing-
masing pegawai.

Dalam rangka menyukseskan kegiatan
manajemen berbasis kinerja tersebut,
sehingga dibutuhkan adanya dukungan
manajemen kinerja yang baik. Segala usaha
kegiatan untuk mendapatkan Kkinerja
yang baik, tidak dapat bergantung pada
persoalan kompensasi, namun demikian
juga memerlukan pengelolaan Kkinerja
pegawai secara tepat. Menurut Bacal
dalam bukunya Performance Management
(2001), terkait manajemen  Kkinerja
merupakan sebuah proses komunikasi
yang secara terus menerus dilakukan
dalam kemitraan antara seorang karyawan
atau pegawai dan penyelia langsungnya.
Sementara itu, menurut Achmad S. Ruky
dalam bukunya Sistem Manajemen Kinerja
(2002), manajemen kinerja juga berkaitan

dengan usaha, kegiatan atau program yang
diprakarsai dan diimplementasikan oleh
pimpinan organisasi untuk merencanakan,
mengarahkan, dan mengendalikan prestasi
karyawan atau pegawai.

Dalam manajemen kinerja
merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan, dan melakukan pengendalian
terhadap kinerja pegawai untuk dapat
menunjukkan hasil kerja sesuai dengan
yang diharapkan. Dalam hubungannya
dengan manajemen kinerja tersebut,
maka menurut Wayne F. Casci (1992)
dalam bukunya Managing Human Resource
terdapat beberapa hal penting yang perlu
diperhatikan agar manajemen kinerja dapat
berjalan secara efektif, yaitu: (1) Relevan,
yakni hal-hal atau faktor yang diukur adalah
yang relevan (terkait) dengan pekerjaannya,
apakah itu output, proses atau input-nya. (2)
Sensitif, yakni sistem yang digunakan harus
cukup peka untuk membedakan antara
karyawan atau pegawai yang berprestasi dan
tidak berprestasi. (3) Reliabel, yakni sistem
yang digunakan harus dapat diandalkan,
dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur
yang obyektif, sahih, akurat, konsisten, dan
stabil. (4) Akseptabilitas, yakni sistem yang
digunakan harus dapat dimengerti oleh
karyawan atau pegawai dan konstruktif
antara keduanya. (5) Praktis, yakni
semua instrumen, misalnya formulir yang
digunakan harus mudah digunakan oleh
kedua pihak.

Dalam hal tingkatan jabatan yang
terdapat pada pegawai dalam sebuah
organisasi juga menjadi hal yang dapat
dipertimbangkan dalam  penyusunan
kebijakan pemberian kompensasi.Mengacu
pada konsep 3 Ps, hal ini sesuai dengan
kategori Pay for Position, yakni pemberian
kompensasi berbasis pada jabatan atau
posisi. Tingkat jataban ini telah diperoleh
melalui berbagai kriteria, seperti tingkat
pendidikan, masa kerja, dan keterampilan.
Pada kompensasi kepada pegawai, kondisi
sekarang sebenarnya sudah diterapkan.
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Permasalahannya adalah rasio yang masih
kecil antara golongan terendah dengan
golongan tertinggi. Saat ini menunjukkan
bahwa pemerintah kurang menghargai
tingkat jabatan pegawai dalam menyusun
kebijakan pemberian kompensasi. Rasio
gaji antara golongan terendah (I/a)
dengan golongan tertinggi (IV/e) hanya
1: 3,5. Artinya, bahwa seorang pegawai
dengan pangkat paling tinggi memiliki gaji
kurang dari empat kalinya pegawai yang
berpangkat paling rendah. Sedangkan,
pegawai yang memiliki pangkat paling
tinggi umumnya telah mengeluarkan
pengorbanan yang besar. Pengorbanan
yang dilakukan dalam bentuk waktu (masa
kerja), uang untuk menempuh pendidikan,
dan juga pemikiran-pemikiran yang
disumbangkan selama masa kerjanya.
Oleh karena itu, tidak adil jika selisih gaji
antara golongan terendah dengan tertinggi
tidak signifikan. Selisih yang kecil tersebut
bukan mencerminkan suatu Kkeadilan,
tetapi justru sebaliknya. Keadilan bukan
berarti sama rata, akan tetapi mengacu
pada keseimbangan antara besaran input
dan output seorang pegawai.

Sistem kompensasi yang efektif salah
satunya menuntutadanya sistem kompensasi
yang seimbang antara  kompensasi
finansial dan non finansial. Merumuskan
kompensasi non finansial yang baik memang
tidak mudah, karena sifatnya yang tidak
berwujud dan masalah subjektivitas bagi
penerimanya. Kompensasi non finansial ini
penting karena terkait dengan salah satu isu
bahwa mengakui pentingnya keseimbangan
antara hidup dan bekerja dan menyadari
keragaman kebutuhan siklus hidup pada
berbagai pegawai atau karyawan (Helen
Murlis dalam David Rees & Richard McBain,
2007). Selain itu, kompensasi non finansial
juga bernilai psikologis yang cukup besar
untuk tujuan proteksi pegawai, retensijangka
panjang, pengakuan, value, dan peningkatan
kompetensi pegawai (Portal HR, Edisi No. 1,
Maret 2004).

Komponen-komponen kompensasi non
finansial yang sangat penting diperhatikan
(intrinsic) antara lain kondisi lingkungan
kerja (work environment) di mana pegawai
mengabdikan dirinya, sarana dan prasarana
operasional pelaksanaan pekerjaan,
pengembangan untuk pegawai (kualitas dan
karier, seperti melalui pelatihan, workshop,
seminar, dan sebagainya), manajemen
Kinerja, asuransi kesehatan, asuransi jiwa,
perumahan, terkena musibah atau bencana,
pendidikan (pegawai dan anak), rekreasi, cuti
(tahunan dan cuti besar), subsidi pinjaman,
keanggotaan klub atau olahraga, termasuk
juga reputasi dan dipekerjakan kembali
pasca memasuki usia pensiun. Pemberian
kompensasi non finansial ini disesuaikan
dengan spesifikasi jabatan yang bersesuaian.

Kompensasi non finansial juga sebagai
instrumen untuk memenuhi kebutuhan
pegawai dalam hirarkhi yang lebih tinggi.
Menurut Hirarkhi Kebutuhan Maslow, maka
kompensasi non finansial seperti dalam
bentuk tanggungjawab, pengakuan, otonomi,
dan kecakapan menjadi instrumen yang
sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan
harga diri dan aktualisasi diri.

SIMPULAN
Menjawab  pertanyaan  penelitian
bagaimana implementasi kebijakan

pemberian kompensasi kepada pegawai
tersebut, berdasarkan pembahasan hasil

penelitian diperoleh simpulan sebagai
berikut.
Pertama, kebijakan pemberian

kompensasi kepada pegawai BPK hingga
saat ini masih belum memenuhi prinsip-
prinsip keadilan, baik secara internal
maupun eksternal, karena belum adanya
keadilan secara internal adalah sistem

kompensasi yang dilaksanakan belum
didasarkan secara tepat pada bobot
pekerjaan, tingkat pendidikan, masa

kerja, prestasi kerja, dan tingkat jabatan.
Terhadap tingkat yang sama, seorang
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pegawai memiliki beban pekerjaan yang
berbeda-beda tetapi menerima kompensasi
yang sama. Sesuai tingkat pendidikan, masa
kerja, dan tingkat jabatan, diketahui rasio
gaji pegawai masih kecil dan jauh dari
ideal, sehingga kurang dihargainya tingkat
pendidikan dan pengorbanan pegawai
selama masa pengabdiannya. Nilai prestasi
kerja juga kurang dihargai, karena dalam
tingkat jabatan setingkat, pegawai yang
menunjukkan prestasi kerja lebih baik
diberikan kompensasi yang sama dengan
pegawai yang berprestasi rata-rata atau
bahkan di bawah standar.

Kedua, kebijakan pemberian
kompensasi kepada pegawai di Indonesia
yang berlaku hingga saat ini masih belum
layak bagi pegawai dan keluarganya
karena dalam realitanya kompensasi yang
diterima belum mampu digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Layak bukan dalam arti sempit hanya untuk
hidup sekedarnya, tetapi dalam arti luas,
yaitu dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan
akan perumahan, kesehatan, pendidikan,
dan juga menabung.

Ketiga, kebijakan pemberian
kompensasi  kepada  pegawai  yang
berlaku di Indonesia hingga saat ini

belum mampu memacu pegawai dalam
berproduktivitas. = Penyebabnya adalah
rumusan sistem kompensasi yang tidak
dikaitkan secara langsung dengan Kkinerja
pegawai. Dengan Kkata lain, prinsip merit
pay belum diberlakukan sehingga tidak
tersedia instrumen yang efektif yang dapat
digunakan untuk menilai kinerja pegawai
secara objektif. Hingga saat ini, penilaian
kinerja pegawai masih mengacu pada DP3.
Padahal, sistem ini dinilai sudah tidak efektif
dan tidak tepat digunakan untuk menilai
kinerja pegawai. Dengan tidak terdapatnya
kaitan antara prestasi dan kompensasi
ini, berdampak pada pelemahan motivasi
pegawai untuk bekerja. Sebab, antara
pegawai yang berprestasi baik dan yang

tidak, akan memperoleh besaran kompensasi
yang sama.

Keempat, strategi kebijakan pemberi-
kan kompensasi kepada pegawai yang di-
rumuskan menghasilkan tiga pilihan strate-
gi, yaitu strategi pesimistis (minimal), dan
strategi moderat, dan strategi optimistis
(maksimal).
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